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ABSTRAK 

Hubungan internasional telah berkembang pesat sejak Perjanjian Westphalia 
ditandatangani pada tahun 1648. Seiring perkembangannya telah diatur berbagai 
peraturan terkait dengan hubungan internasional, salah satunya ialah mengenai 
pengiriman perwakilan dari tiap negara serta hak dan kewajiban dari para perwakilan 
tersebut. Namun dalam praktiknya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para 
perwakilan ini di negara penerima. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 
bagaimana pengaturan hukum diplomatik dan konsuler dalam hukum internasional 
serta pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum oleh pejabat diplomatik ditinjau 
dari aspek hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian 
normatif dengan studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah apabila 
pejabat diplomatik tersebut melanggar hukum, terutama yang bersinggungan dengan 
hukum Negara Penerima, ditentukan dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Ayat 1 Konvensi 
Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik bahwa pejabat diplomatik tersebut kebal dari 
yurisdiksi Negara Penerima, tetapi pejabat diplomatik tidak kebal dari yurisdiksi 
negaranya (Negara Pengirim), sesuai dengan Pasal 31 Ayat 4 Konvensi Wina 1961 
tentang Hubungan Diplomatik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pejabat 
diplomatik melakukan pelanggaran hukum di Negara Penerima, pejabat diplomatik 
tersebut menerima konsekuensi yaitu ditanggalkannya hak kekebalan dan 
keistimewaan pejabat diplomatik dan dipanggil kembali oleh Negara Pengirim untuk 
diadili. Hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik masih melekat pada 
dirinya saat ia masih di Negara Penerima (dalam tempo waktu yang telah ditentukan), 
tetapi pada saat sampai di negara asalnya (Negara Pengirim) hak kekebalan dan 
keistimewaan tersebut tidak berlaku lagi karena pejabat diplomatik tunduk kepada 
hukum negara asalnya (Negara Pengirim). 
Kata kunci: Hukum Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Konvensi Wina. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hubungan internasional telah berkembang pesat sejak Perjanjian Westphalia 

ditandatangani pada tahun 1648. Perjanjian internasional dimaksudkan untuk 

mengakhiri perang tiga puluh tahun dan diakui sebagai tonggak sejarah hukum 

internasional modern dan munculnya negara modern di Eropa. Di era modern, 

hubungan antar negara sebagai subjek hukum internasional sangat dinamis. Hubungan 

antara negara biasanya ditandai dengan terjalinnya hubungan diplomatik: 

a. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang mana dalam rangka 

menjalin hubungan diplomatik antar negara harus dilakukan dengan 

kesepakatan yang matang. Maksud dan tugas diadakannya hubungan 

diplomatis adalah untuk membuka hubungan di antara mereka demi 

kepentingan masing-masing negara, baik itu kepentingan politik, ekonomi, 

budaya maupun kepentingan lainnya 

b. Asas-asas hukum internasional yang ada harus diperhatikan, yakni setiap 

negara yang hendak menjalin hubungan diplomatis harus berdasarkan asas 

hukum internasional dan asas timbal balik1 

 
1 ”Syahmin A.K., Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar, (Bandung: Armico, 1988), hlm. 41.” 
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Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka hal pertama yang harus 

dilaksanakan oleh suatu negara ialah melakukan analisis tidak formal melalui 

perantara, contohnya ialah dengan menggunakan jasa pejabat diplomatic dari negara 

lain. Jika kemudian suatu hubungan diplomatic diterima oleh kedua belah pihak, maka 

masing-masing pihak (negara) akan memberikan konferensi pers dengan waktu dan 

tempat yang disepakati. 

Setelah tercapainya kesepakatan, masing-masing negara dapat membuka misi 

diplomatic sesuai dengan tujuan masing-masing, angkah selanjutnya adalah 

menyepakati beberapa hal mengenai kepala misi diplomatik, di antaranya ada tiga 

kategori kepala. tingkat perwakilan sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam 

Konvensi Wina 1961, yaitu:2 

a. Duta Besar yang dilantik oleh Kepala Negara atau Kepala Perwakilan 

Diplomatik yang setingkat;  

b. Menteri dan Intermuncio, yang dapat diwakili oleh perwakilan diplomatik; 

c. Charge d'Affaires, di mana tugas Charge d'Affaires hanya memberi 

Menteri Luar Negeri Negara penerima penunjukan dari Menteri Luar 

Negeri Negara Penerima. 

Jika hubungan antara kedua negara ini dijalin, maka masing-masing negara 

yang menjalin hubungan diplomatik, terutama bagi yang terdaftar sebagai anggota 

 
2 Ibid, hlm. 56. 



3 
 

 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus mematuhi ketentuan Vienna Convention 1961 yang 

ada. 

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 terdiri atas 53 pasal yang 

mencakup hampir seluruh hal-hal esensial dari hubungan diplomatik antar negara.3 

Selain itu, terdapat juga 2 Protokol Opsional yang melengkapi Konvensi Wina 1961, 

yaitu Protokol Opsional Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Terkait Perolehan 

Kebangsaan dan Protokol Opsional Terkait Penyelesaian Secara Wajib dari 

Perselisihan. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. 191 negara telah menjadi 

pihak dalam Konvensi ini pada tanggal 24 April 1964, Konvensi Wina dan dua 

Protokolnya mulai berlaku, dan per Februari 2017.4 

Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 dari Konvensi Wina 1961 mengatur misi-misi, 

hak-hak dan cara-cara pengangkatan, dan kekuasaan perwakilan yang terpilih (duta 

besar). Kemudian dalam Pasal 20 sampai dengan 28 membahas hak dan kekebalan 

selama bertugas. Selain itu, Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 mengatur tentang 

mekanisme pemberian hak istimewa dan kekebalan terhadap para diplomat dan staf 

lokal. Pasal 37 sampai dengan Pasal 47 menjelaskan mengenai kekebalan dan hak 

istimewa anggota keluarga diplomat dan personel dinas yang bekerja untuk para 

diplomat. Dan dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 membahas berbagai ketentuan 

yang berkaitan dengan pengalaman, ratifikasi, aksesi, dan penerapan Konvensi ini. 

Selain Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961, ada pula Vienna 

 
3 Ibid, hlm. 24. 
4 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. 
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Convention on Consular Relations tahun 1963, serta New York Convention on Special 

Missions tahun 1969. 

Sebelum Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik disahkan, Duta 

Besar yang dikirim oleh Negara Pengirim ke Negara Penerima telah dianggap memiliki 

sifat kesakralan khusus. Untuk menangani tugas-tugas yang diberikan, para diplomat 

diberikan hak istimewa dan hak kekebalan. Representasi dari Negara dianggap suci 

(sancti habentur legati).5 Dengan demikian, terlepas dari apakah duta besar atau 

pejabat diplomatik ini adalah wakil dari negara pengirim, tiap kata-kata atau tindakan 

dari perwakilan diplomatik ini akan diterima sebagai tindakan atau kata-kata dari 

negara pengirim. 

Keistimewaan dan hak kekebalan yang diberikan kepada agen diplomatik dan 

anggota keluarganya pada dasarnya untuk mendukung tugas mereka agar dapat 

berjalan secara efisien. Namun demikian, bukan berarti agen diplomatik dapat dengan 

bebas melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Negara 

penerima. Dalam hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan yang ada 

sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori: Pertama, kekebalan tempat tinggal dan harta 

benda diplomat sebagaimana diatur dalam Pasal 29, 30 dan 41, serta sebagai kekebalan 

mereka dari yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 31.  

 
5 Syahmin AK, Op.Cit., hlm. 52. 
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Kedua, hak-hak istimewa yang diberikan kepada diplomat dibebaskan dari 

kewajiban membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan orang pribadi yang diatur 

dalam Pasal 33, 34, 35 dan 36. Ketiga, hak istimewa dan kekebalan yang diberikan 

kepada perwakilan diplomatik tidak hanya menyangkut bangunan termasuk arsip, dan 

dokumen-dokumen, kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari setiap 

perpajakan Negara penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 22, 23, 24, 26 dan 27. 

Setiap pejabat diplomatik yang dikirim ke negara tuan rumah memiliki hak 

istimewa dan kekebalan selama mereka menjalani tugas di negara tuan rumah. 

Pemberian kekebalan dan hak istimewa tersebut didasarkan pada asas timbal balik 

antar negara, dan asas ini wajib diperlukan dalam hal: 

a. Membangun relasi antar negara dengan tidak memperhatikan sistem sosial 

dan konstitusi yang lain;  

b. Bukan dikarenakan demi kepentingan individu, tetapi demi memastikan 

efisiensi pelaksanaan tugas para pejabat diplomatic, khususnya tugas 

negara yang diwakili oleh para pejabat diplomatic.6 

Sesuai dengan asas ini, maka para pejabat diplomatic dapat menikmati hak 

kekebalan dan hak istimewa di negara penerima. Hak-hak ini segera berlaku jika para 

pejabat diplomatic telah sampai di negara penerima.7 Kekebalan dan keistimewaan 

 
6 Suryokusumo, hlm. 133 
7 ”Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik: Kekebalan Dan Keistimewaannya 

(Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 45. ” 
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bagi perwakilan diplomatik tentunya harus diberikan, karena ada tiga alasan pemberian 

hak tersebut, yaitu: 

a. Pejabat diplomatik merupakan perwakilan dari suatu negara;  

b. Mereka tidak dapat dengan bebas melakukan tugas mereka kecuali mereka 

diberikan hak-hak tertentu. Dapat dimengerti, mereka tetap bergantung 

pada niat baik pemerintah dan mungkin dipengaruhi oleh alasan keamanan 

pribadi;  

c. Jelas juga bahwa jika hubungan mereka dengan negara mereka terputus, 

tugas mereka tidak dapat dipenuhi.8 

Dalam praktiknya, menurut Sumaryo Suryokusumo, pemberian hak istimewa 

dan hak kekebalan lebih didasarkan pada prinsip timbal balik antar negara tanpa 

mempertimbangkan perbedaan sistem politik dan sistem sosialnya. Pemberian hak 

istimewa dan kekebalan tidak hanya untuk individu agen diplomatik tetapi juga untuk 

memastikan pelaksanaan tugas misi diplomatik secara efisien.9 

Pemberian hak istimewa dan kekebalan dinikmati tidak hanya untuk kepala 

misi dan staf diplomatik, tetapi juga untuk keluarga yang tinggal bersama mereka. 

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga menegaskan bahwa hak 

istimewa dan kekebalan dalam beberapa kasus dapat diberikan kepada staf administrasi 

dan teknis dan anggota layanan, termasuk kepada pembantu rumah tangga.10 Ayat (1) 

 
8 Suryokusumo, Op.Cit., hlm. 134. 
9 Suryokusumo, Ibid., hlm. 103-104. 
10 Windy Lasut, “Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi 

Wina 1961,” Lex Crimen, 5.4 (2016). 
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Pasal 3 Konvensi Wina 1961 memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga 

diplomatik, yaitu: 

a. “Representing the sending State in the receiving State; 

b. Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its 

nationals,within the limits permitted by international law;  

c. Negoitating with the Government of the receiving State;  

d. Ascertaining by all lawful means conditions and development in the 

receiving State, and reporting to the Government of the sending State;  

e. Promoting friendly relation between the sending State and the receiving 

State, and developing their economic, cultural and scienfic relations.” 

Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik 

menyatakan: Tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka, adalah 

kewajiban semua orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan untuk 

menghormati hukum dan peraturan Negara penerima. Mereka juga memiliki kewajiban 

untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara itu. Ini berarti bahwa berdasarkan 

ketentuan Pasal 41 ayat (1) agen diplomatik dan anggota keluarganya menikmati hak 

istimewa dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan di Negara penerima. 

Mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Negara 

penerima. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina tahun 1961 tentang 

Hubungan Diplomatik juga ditegaskan: Gedung-gedung misi tidak boleh digunakan 

dengan cara apapun yang bertentangan dengan fungsi-fungsi misi sebagaimana diatur 

dalam konvensi. Keberadaan Pasal 41 Konvensi Wina 1961 seharusnya menjadi 
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“tanda” yang harus dipatuhi oleh agen diplomatik serta anggota keluarganya dan misi 

diplomatik pada umumnya, namun dalam kenyataannya penyalahgunaan hak istimewa 

dan kekebalan diplomasi sering terjadi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan dua permasalahan yang diuraikan di dalam penulisan skripsi ini, yakni 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat 

diplomatik sebagaimana diatur di dalam hukum internasional? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum oleh pejabat 

diplomatik ditinjau dari aspek hukum internasional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang 

pejabat diplomatik sebagaimana diatur di dalam hukum internasional. 

2. Menganalisis pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum oleh pejabat 

diplomatik ditinjau dari aspek hukum internasional. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dicita-citakan mampu memberikan sumbangsih yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil yang disajikan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya untuk perluasan di bidang 

hukum internasional. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

pengetahuan yang akurat kepada masyarakat Indonesia tentang peran 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh otoritas diplomatik dalam kaitannya 

dengan hukum internasional. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini ditujukan aar bermanfaat bagi para rekan mahasiswa dan 

akademisi, para praktisi terutama bagi para diplomat, pihak pemerintah, yang 

terlibat dalam hukum diplomatik dan kekonsuleran. 

 

E. Kerangka Teori 

Penulis memakai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diajukan 

oleh penulis untuk memecahkan masalah dalam skripsi ini, antara lain: 

1. Teori Ekstrateritorialitas 

Menurut teori ini, seorang diplomat diperlakukan seolah-olah dia tidak 

meninggalkan negaranya, dia hanya berada di luar wilayah negara penerima, padahal 

dia jelas berada di luar negeri menjalankan tugas untuk negaranya. Seperti halnya 

bangunan perwakilan, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik disebabkan 
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oleh unsur ekstrateritorial ini. Diplomat dengan demikian dianggap tetap berada di 

negara asalnya, terlepas dari hukum dan kendali negara tuan rumah. Menurut teori ini, 

pejabat diplomatik tunduk pada hukum negara pengirim. 

2. Teori Perjanjian Internasional 

Menurut Pasal 38 (1) UN Charter, konvensi internasional merupakan salah satu 

sumber hukum internasional. Konvensi internasional yang diakui berdasarkan Pasal 

38(1) UN Charter hanyalah perjanjian hukum. Pada tahun 1969, negara-negara 

menandatangani Vienna Convention, yang dimulai pada tahun 1980. Pasal 2 Vienna 

Convention 1980 mendefinisikan konvensi internasional sebagai kesepakatan antara 

dua negara atau lebih yang bertujuan untuk membangun hubungan internasional yang 

saling menguntungkan. 

Istilah dan bentuk perjanjian Internasional antara lain adalah: 

1. “Konvensi atau Covenant  

Istilah ini digunakan untuk perjanjian formal yang bersifat multilateral, 

termasuk perjanjian dengan lembaga dan organisasi internasional, baik di 

lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun independen. 

2. Protokol  

Merupakan konvensi yang memuat ketentuan tambahan yang tidak 

termasuk dalam konvensi, atau pembatasan bagi negara penandatangan. 

Protokol juga dapat melengkapi konvensi, tetapi sifat dan implementasinya 

independen dan tidak memerlukan ratifikasi. Ada juga protokol sebagai 

perjanjian yang sepenuhnya independen.  
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3. Persetujuan (agreement)  

Perjanjian biasanya kurang formal daripada perjanjian atau konvensi. 

Sebagai aturan umum, perjanjian digunakan untuk perjanjian yang lebih 

sempit cakupannya atau lebih bersifat teknis dan administratif, dan jumlah 

pihak yang terlibat lebih sedikit daripada perjanjian konvensional. 

Perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh perwakilan departemen 

pemerintah dan tidak perlu diratifikasi. 

4. Arrangement  

Istilah ini hampir bertepatan dengan konvensi yang biasa digunakan untuk 

hal-hal yang bersifat regulasi dan sementara. 

5. Statuta  

Merupakan seperangkat aturan penting mengenai pelaksanaan fungsi 

lembaga internasional. Dan bisa juga berupa alat tambahan untuk konvensi 

yang menetapkan aturan-aturan yang berlaku. 

6. Mutual Legal Assistance  

Yaitu, kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih untuk tujuan 

memberikan bantuan yang saling menguntungkan.” 

3. Teori Sifat Perwakilan 

Di bawah teori ini, negara penerima harus berurusan dengan utusan yang 

mewakili negara berdaulat seolah-olah berurusan dengan negara berdaulat. 

Selain itu, setiap keterikatan pada martabat duta besar dianggap sebagai 

keterikatan pada martabat pribadi penguasa. Oleh karena itu, negara penerima 
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harus memperlakukan duta besar seperti memperlakukan wakil presiden agar 

tidak tunduk pada yurisdiksi negara penerima. Faktanya, teori ini didukung oleh 

keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Schooner Exchange 

vs MacFaddom. 

Artinya, negara penerima harus memperlakukan perwakilan atau duta besar 

seperti memperlakukan perwakilan Presiden sehingga agen diplomatik tidak 

tunduk pada yurisdiksi negara penerima. 

Keistimewaan dan kekebalan diplomatik didasarkan pada fakta atau gagasan 

bahwa serangan terhadap diplomat harus dipahami sebagai serangan terhadap 

penguasa atau penguasa negara pengirim itu sendiri karena mereka memiliki 

darah yang sama di dalam diri mereka. 

Namun, praktik diplomatik modern tidak menerima pendekatan teoretis ini 

karena berbagai alasan. Tidak mungkin untuk memasukkan semua alasan karena 

keterbatasan kata dalam makalah ini, sehingga fokus pada satu kritik yaitu bahwa 

teori perwakilan memperluas kekebalan tindakan resmi tetapi tidak mencakup 

kekebalan dasar tindakan pribadi. “ 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

Area penelitian yang akan penulis pertimbangkan adalah tanggung jawab atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dari sudut pandang hukum 

internasional. 
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G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

“Jenis penelitian ini pada saat penulisan skripsi ini dilakukan secara hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan 

menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pokok 

bahasan yang penulis bahas, kemudian memeriksa kesesuaian antara hal-hal yang 

terdapat dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR). 

2. Pendekatan Penelitian 

“Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji setiap 

peraturan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum 

yang dikaji, yaitu penelitian tentang standar-standar yang terdapat dalam VCDR.11 “ 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber data skripsi ini berasal dari bahan-bahan hukum berupa: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari perbuatan 

hukum normatif yang berkaitan dengan objek kajian.12 Dalam penelitian ini, 

bahan hukum utama yang digunakan adalah: 

1) “Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961; 

 
11 ”Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009), 

hlm. 93. ” 
12Ibid, hlm 106. 



14 
 

 

2) Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The 

Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of 

Nationality 1961; 

3) Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The 

Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of 

Nationality) 1961; 

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; 

5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 

mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai 

Hal Memperoleh Kewarganegaraan; 

7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Misi Khusus.” 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum dengan informasi tentang bahan hukum primer.13 

Kajian ini berisi tentang yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang 

berkaitan dengan hukum diplomatik dan konsuler. 

 

 

 

 
13 ”Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (PT 

Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010), hlm. 29. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bermanfaat untuk memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.14 Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier 

dalam bentuk ini dibantu dengan bacaan berupa kamus, ensiklopedi, publikasi 

tercetak, buku-buku sastra yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

“Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan 

hukum perpustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan ini 

akan membahas dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu deskripsi deskriptif buku perpustakaan menurut VCDR. “ 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini didasarkan pada bahan 

hukum yang ada di perpustakaan. Pengumpulan perangkat hukum dilakukan dengan 

mencari perangkat hukum pertama, perangkat hukum kedua, dan perangkat hukum 

ketiga. Tinjauan pustaka ini akan membahas dan menganalisis data dengan 

menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan Vienna Convention on 

Diplomatic Relations 1961 dan Vienna Convention on Diplomatic Relations and 

 
14 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2009), hlm. 38. 

” 
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Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning 

Acquisition of Nationality 1961.15  

Penggunaan analisis data kualitatif karena data yang terkumpul diperoleh dari 

observasi dan wawancara berupa informasi dan sumber, yang kemudian dikaitkan 

dengan literatur yang ada, teori-teori yang berkaitan dengan masalah, kemudian dicari 

cara pemecahannya. masalah dengan menganalisis dan terakhir menarik kesimpulan 

untuk mendapatkan hasil.16 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang digunakan adalah hasil akhir penelitian, yang 

disistematisasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah 

jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian 

secara ringkas dan padat tentang kebenaran penelitian.17 Kesimpulan dilakukan melalui 

penalaran deduktif, yaitu dengan berpikir secara mendasar tentang topik umum dan 

kemudian menarik kesimpulan khusus.18 

 

H. Keaslian Penelitian 

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Hukum Oleh 

Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Internasional” tidak pernah 

 
 15 ”Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: CV Rajawali). 

Hlm. 13. ” 

16 Ibid. 
17 ”Beni Achmad Saehani, (Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.  
18 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 11. 
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dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau publikasi lainnya. Peneliti membandingkan 

satu tulisan lainnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Konsep Kekebalan 

Diplomatik (Immunity Dan Inviolability) Di Negara Ketiga Menurut Konvensi Wina 

1961” yang disusun oleh Dedi Syahputra Daulay. Dalam tulisan karya Dedi Syahputa 

Daulay lebih difokuskan terhadap tinjauan yuridis tentang konsep kekebalan 

diplomatic dalam Konvensi Wina 1961, sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah 

ke pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum ditinjau dari 

hukum internasional. 
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